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Abstract: The Use of al-Maslahah al-Mursalah Theory in the Fatwa of MUI on the Interfaith Marriage. This article
investagates about the concept of al-maslahah al-mursalah and its relation to the Fatwa of The Council of Indonesian
Ulama (MUI). MUT’s fatwa states preventing muslim both women and men to marry non-muslims. Whereas no
Quranic verses explisitly forbid a marriage between Muslim and A/ al-Kizib, even permit it. Thus, the fatwa of MUI

can be regarded as driven by socio-political consideration.
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Abstrak: Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikabhan Beda Agama. Artikel
ini engkaji konsep al-maslapah al-mursalah dan kaitannya argumen lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

mengenai pelarangan bagi Muslim menikah dengan non Muslim. Khusus terhadap Ah/ al-Kitib, tidak ditemukan

teks Alquran secara eksplisit yang melarang pernikahan pria Muslim dengan wanita Ah/ al-Kitib. Fatwa MUI tersebut

mendapat penilaian oleh sebagian pihak sebagai fatwa yang sarat dengan pertimbangan politis.
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Pendahuluan

Kemaslahatan adalah dambaan setiap manusia, baik
Muslim maupun non Muslim. Itulah sebabnya, Alquran
diturunkan dengan berisi aturan-aturan untuk menjadi
pedoman bijak yang membawa kemaslahatan bagi
umat manusia. Aturan-aturan yang ada di dalamnya
telah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia,
baik dalam konteks duniawi maupun ukhrawi. Salah
satu aspek yang diatur Alquran adalah pernikahan yang
sejatinya membawa kebahagiaan dan kemaslahatan,
baik di dunia maupun di akhirat.

Islam menempatkan perkawinan sebagai pranata
sosial yang sakral. Alquran melarang pria Muslim
menikah dengan wanita musyrikah dan melarang
pula wanita Muslimah menikah dengan pria
musyrik. Pemahaman yang demikian telah menjadi
kesepakatan ulama. Berbeda halnya dengan pernikahan
seorang Muslim dengan wanita Ahl al-Kitib dan
wanita Muslimah dengan pria Ah/ al-Kitab, hal ini

menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan
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cendikiawan Muslim mengenai status hukumnya.
Masalah tersebut tidak ditemukan teks Alquran yang
melarangnya, bahkan terdapat teks yang mengisyaratkan
kebolehannya. Disamping itu, ditemukan akar sejarah
yang menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. menikahi
seorang wanita Kristiani, Maria al-Qibtiyyah dan
‘Uthman bin Affan menikahi seorang wanita Yahudi,
NzZilah binti al-Gharamidah yang selanjutnya masuk
Islam. Sementara, ‘Umar bin Khattab memerintahkan
Hudhaifah untuk menceraikan wanita Yahudi yang
telah dinikahinya, lalu Hudhaifah menceraikannya.
Kedua informasi historis yang berbeda itu mengacu
pada pertimbangan aspek maslahat dan mafsadar. Selain
itu, teks Alquran tidak melarangnya untuk menikah
dengan Ahl al-Kitab dan hal itu diperkuat oleh praktek
Rasulullah Saw. dan ‘Uthman ibn ‘Affan.

Atas dasar pertimbangan maslahat dan mafsadar
MUI mengeluarkan fatwa pengaharaman seorang
Muslim/Muslimah menikah dengan non Muslim/non
Muslimah.  Fatwa MUI tersebut dianggap resisten
dan dinilai oleh sebagian pemerhati jender sebagai
sebuah bentuk ketidakadilan gender. Hal tersebut

memunculkan sederetan pertanyaan: Apakah fatwa
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MUI yang berisi larangan bagi wanita Muslimah
menikah dengan pria non Muslim (dan sebaliknya) dan
larangan bagi lelaki Muslim untuk menikahi wanita
Abl al-Kitib itu sesuai dengan konsep maslahat yang
dikehendaki oleh tujuan syariat? Sejauhmana kontribusi
fatwa MUI tersebut dalam membangun kemaslahatan
dan mencegah mudarat dalam konteks negara yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945? Pertanyaan ini
penting untuk ditelaah dalam perspektif ilmiah dan
akademik, mengingat konteks Indonesia yang majemuk
khususnya dari segi agama dan kepercayaan. Fatwa
MUI tersebut selanjutnya dikaji dengan menggunakan
pisau analisis al-maslapah al-mursalab.

Al-Maslahah al-Mursalah

Dari aspek etimologi, al-maslahah bentuk jamak
(plural)nya adalah al-masalip. Kata ini berasal dari
kata aslapa yang bermakna azd’ bi al-saldh (membawa
kemaslahatan). Ketika dikatakan wa fi al-amri maslahat
(dalam urusan itu ada kemaslahatan), berarti pekerjaan
yang dimaksud itu mengandung manfaat dan kebaikan.
Kata ini berakar dari susunan huruf sad- lam- ha (J -
o) yang berarti sl 1> (kebalikan dari kerusakan).' Ibn
al-Manzur, Penulis Lisin al-Arab menjelaskan bahwa
Flall susy amdally L Lol amlall (Magslahah berarti kebaikan,
dan kata al-maslahah adalah bentuk mufrad/singular
dari al-masalih).?

Dariaspek morfologi (ilmusarf), maslahahtimbangan
(wazan) dan maknanya sama dengan manfaah (iwiw).
Keduanya telah menjadi bahasa Indonesia, yaitu
“maslahat” dan “manfaat”. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia dan Kamus Dewan, kata “maslahat” berarti
sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna.
Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan,
manfaat, dan kepentingan.’ Kata “manfa‘ah” di dalam
kedua kamus tersebut dijelaskan bahwa artinya adalah
guna atau faedah. Sedangkan bermanfaat artinya ada
manfaatnya, berguna, berfaedah. Manfa'ah juga dapat

diartikan antonim (lawan) dari muddrar yang berarti

! Lihat Muhammad Ibn Abi Bakr al-Razi, Mukhtar al-Sapib,
(Beirat: Dar al-Fikr, 1973), h. 367. Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah,
Mujam al-Wasit, (Qahirah: Dar al-Ma‘arif, 1972), h. 520. Lois Ma‘laf,
al-Munjid (Beirat: Dar al-Shurtiq, 1973), h. 423. Ahmad ibn ‘Al al-
Fayumi, al-Misbih al-Munir, (Qahirah: Matba‘ah Mustafa al-Babi al-
Halaba wa Awladuhg, t.th.), h. 427. Aba Hasan al-Husayn Ahmad
ibn Faris ibn Zakariyya, Mu jam Magqayis al-Lughah, 111, (Qahirah: Dar
al-Fikr, t.th.), h. 303.

2 Ibn Manzir, Lisin al-Arab, 11, (Beirat: Dar al-Fikr, 1972), h.
348.

? Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 634. Dewan Bahasa dan
Pustaka, Kamus Dewan, Ed. ke-3 (Kuala Lumpur: Percetakan DB,
1998), h. 855-864.

rugi, berbahaya, melarat.*

Berdasarkan  makna-makna yang dikandung
yang dikandung dalam istilah atau kata “maslapah”
di atas, maka dapat dirumuskan bahwa maslahat
adalah kebalikan dari mafsadah. Kata “maslapah”
dan “mafsadah” keduanya merupakan kata yang
berlawanan makna, sebagaimana pula halnya dengan
manfa at merupakan lawan kata dari darar yang berarti
bahaya, atau hal-hal yang merusak dan membahayakan.

Rumusan ini sejalan dengan komentar ‘Izz al-Din ibn

‘Abd al-Salam:
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Al-Maslahah sering diartikan “baik” dan mafsadat
sering diartikan “buruk”. Manfa'ar diartikan “baik”,
dan mudarar diartikan “jelek” atau “buruk”.. (Diartikan
demikian) karena al- maslahah itu semuanya baik,
bermanfaat, dan bagus. Sedangkan mafsadat itu
semuanya jelek, membahayakan, dan buruk. Di dalam
Alquran perkataan “pasanat” (kebaikan) seringkali
digunakan dengan pengertian al-masalip (kebaikan),
perkataan  sayyiar (keburukan) digunakan untuk
menunjuk pengertian al-mafisid (kerusakan).®
Dari segi istilah, terdapat beberapa definisi a/-
maslahahyang dikemukakan oleh ulama usul fikih, tetapi
jika ditelaah secara seksama, definisi-definisi tersebut
mengandung esensi dan substansi yang sama, yaitu
perbuatan yang dapat mengantar dan menghasilkan
kebaikan atau manfaat yang berkesinambungan untuk
kehidupan dan kebutuhan manusia. Berkaitan dengan
itu, Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada
prinsipnya, al-maslahah adalah mengambil manfaat
dan menolak kemudaratan dalam rangka menjaga dan
memelihara magqaisid al-syari’ ab (tujuan-tujuan syariat).
Dalam hal ini, ia mengungkapkan sebagai berikut:
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# Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia IT, h. 902.

> Izz al-Din ‘Abd al-Salam, Qawa id al-Abkim fi Masalih al-Andim,

I, (Beiriit: Dar al-Ma'‘rifag, t.th.), h. 5.
¢ Terjemahan penulis.
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Istilah al-maslahah pada dasarnya mengandung arti
menarik manfaat dan menolak mudarat. Akan tetapi,
bukan itu yang kami maksud, sebab menarik manfaat
dan menolak mudaratadalah tujuan makhluk (manusia),
sedangkan kebaikan bagi makhluk (manusia) ada dengan
tercapainya tujuan mereka. Yang kamimaksudkan dengan
maslahat ialah memelihara tujuan syariat (maqdsid al-
syari ah). Tujuan syariat itu ada lima; memelihara agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap usaha
untuk memelihara prinsip ini disebut a/maslapat dan
setiap upaya merusak, mencederai adalah mafsadar dan
menolaknya adalah a/-maslapab itu sendiri.?

Al-Ghazali berpandangan bahwa kemaslahatan
Meskipun

bertentangan tujuan dan kehendak manusia, jika itu

harus sejalan dengan tujuan syariat.

dipandang sejalan dengan tujuan syariat maka itu
disebut maslahat, karena kemaslahatan manusia tidak
selamanya didasarkan pada kehendak dan maksud
syariat. Bahkan, seringkali didasarkan kehendak subjektif
atau hawa nafsu. Al-Ghazali sangat mengantisipasi
adanya takaran maslahat yang didasarkan pada tradisi
yang tidak sejalan dengan maksud syariat. Tradisi yang
tidak sejalan dengan maksud syariat pernah terjadi
di masa jahiliyah. Pada masa itu, para wanita tidak
mendapatkan harta pusaka yang menurut orang-orang
Arab pra Islam, hal tersebut mengandung maslahat
karena sesuai dengan adat istiadat (tradisi) mereka.
Dalam konteks yang lain, kemaslahatan subjektif yang
didasarkan pada kepentingan hawa nafsu misalnya
menipu, menyogok, berzina, meminum arak, berganti-
ganti pasangan. Oleh karena itu, yang dijadikan tolok
ukur maslahat adalah kesesuaiannya dengan maksud
syariat, bukan pertimbangan dan kepentingan subjektif
atau hawa nafsu. Apabila sesuai dengan maksud syariat,
maka hal itu termasuk kebaikan (maslahat), dan apabila
bertentangan maka hal itu adalah mafsadar. Seluruh
upaya untuk menolak mafsadat, atau yang bertentangan
dengan maksud syariat adalah maslahat itu sendiri.
Al-Shatibi, seorang ulama usul fikih, mengatakan
bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara
kemaslahatan  dunia akhirat.’
Pandangan al-Shatibi ini tampaknya menghendaki

dan kemaslahatan

kemaslahatan yang dikendaki mukalaf seharusnya
sejalan dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan

7 Abt Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad
al-Ghazali, al-Mustafi fi 1lm al-Usil, 1, (Beirat: Dar al-Kutub al-
Tlmiyyah, 1983), h. 286.

8 Terjemahan oleh penulis.

% Lihat Abt Ishiaq Ibriahim ibn Musa al-Lakhmi al-Shatibi, a/-
Muwadfagat fi Usil al-Abkam II, (Qahirah: Dar Thya al-Kutub al-
‘Arabiyyah, t.th.), h. 25.
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abadi di akhirat. Jadi, antara al-Ghazali dan al-Shatibi,
pandangan dan rumusan tentang kemaslahatan itu
intinya sama. Al-Ghazali lebih fokus pada antisipasi
(mencegah) kemungkinan tujuan dikehendaki oleh
pandangan subjektif dan hawa nafsu, sedangkan al-
Shatibi berpandangan bahwa semua yang bertentangan
dengan tujuan kemaslahatan abadi di akhirat bukanlah
al-maslapat, melainkan al-mafsadat.

Makna al-maslahah al-mursalah menurut al-Shatibi,
yaitu maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil yang
mendukung kebenarannya atau membatalkannya, dan
ia sesuai dengan syarak. Artinya, di dalam maslahat
itu ada aspek atau jenis yang dibenarkan oleh a/-Shari*
dalam masalah lain tanpa adanya dalil tertentu, yaitu
istidlal al-mursal yang dinamakan juga dengan al-
maslahah al-mursalah."® Ini dapat dimaknai bahwa tidak
mungkin ada pertentangan antara nas yang sahih dan
maslahat, karena nas itu merupakan petunjuk untuk
kemaslahatan.

Amir ‘Abd al-‘Aziz mengatakan, al-maslahah al-
mursalah yang ditetapkan hukum padanya akan
berhasil menarik manfaat dan berhasil pula menolak
mudarat atau mafsadar bagi manusia, sementara tidak
ada dalil tertentu dari syarak yang menjelaskannya, baik
yang membenarkannya maupun yang menolaknya."
Senada dengan itu, Badran Aba al-Aynayn Badran
mengatakan bahwa al-maslapah al-mursalah adalah
maslahat yang tidak diketahui adanya dalil a/-Shari°
yang membenarkan dan yang membatalkannya.'

Al-maslapah al-mursalah adalah maslahat yang masuk
ke dalam dalil syarak yang dipahami melalui penelitian
terhadap berbagai nas syarak.”” Menurut Wahbah al-
Zuhayli, seorang pakar hukum Islam kontemporer, a/-
maslahah al-mursalah adalah beberapa sifat yang sesuai
dengan tindakan dan tujuan a/-Shari* tetapi tidak ada
dalil tertentu dari syarak yang membenarkan atau
manggugurkan, dan dengan ditetapkannya hukum
padanya, akan tercapai kemaslahatan dan tertolak
kemudaratan dalam kehidupan manusia.'*

Dari beberapa pandangan sebelumnya, dapat
dirumuskan bahwa gabungan kedua kata (a/-maslapah
al-mursalah) menjadi al-maslapah al-mursalah adalah

10 Lihat Abt Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Shatibi, a/-
I'tisam II, (Riyad: Makrtabah al- Riyad al-Hadithah, t.th.), h. 115.

"' Amir ‘Abd al-Aziz, Usiil al-Figh al-Islami II, Cet 1, (Qahirah: Dar
al-Salam, 1997/1418), h. 478-479.

2 Badran Aba  al-Aynayn Badran, Usil al-Figh al- Islimi,
(Iskandariyyah: Muassasah Shahab al-Jami‘ah, t. th.), h. 209.

3 Husayn Hamid Hasan, Nagariyyat al-maslahah fi al-Figh al-
Islami, (Qahirah: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971), h. 60.

4 Wahbah al-Zuhayli, Usil al-Figh al- Isiami 111, (Beirat: Dar al-
Fikr al-Muasir, 1998), h. 757.
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sebuah pendekatan dalam merumuskan kesimpulan
(istinbat) hukum dari nas. Rumusan hukum tersebut
senantiasa mempertimbangkan aspek maslahat dan
menolak mudarat untuk melahirkan pedoman bijak
dalam menata kehidupan manusia untuk mencapai
kedamaian di dunia dan keselamatan di akhirat kelak.
Kemaslahatan manusia dapat tercapai apabila terwujud
maslahat  daririyyah, maslahat  hajiyyah, maslahat
tapsiniyyah, karena kemaslahatan manusia yang
merupakan magqdsid al-Shari ah menyangkut daririyyah,
hajiyyah, tapsiniyyah. Aplikasi ketiga maslahat tersebut
dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,
harta. Tiga pembagian maslahat tersebut selanjutnya
menurunkan cabang maslahat dengan ragam istilah.

Menimbang Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda
Agama

Fatwa MUI yang berisi pelarangan bagi Muslim
Muslimah  dan
Muslimah dengan pria non Muslim perlu dilihat

menikah dengan non wanita
dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Pertama,
teks Alquran yang melarang dan yang terkesan
membolehkannya, serta informasi historis dari praktek
Rasulullah dan sebagian sahabat. Kedua, posisi MUI
sebagai pelayan ummat (kbadim al-ummab). Ketiga,
konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keempat,
pasal-pasal dalam Undang-Undang yang mengatur
perkawinan. Kelima, Kompilasi Hukum Islam (KHI)
yang mengatur perkawinan bagi umat Islam. Menyimak
Fatwa MUI tentang larangan perkawinan beda agama
dalam merespon berbagai tantangan perkembangan
iptek modern yang memudahkan terjadinya interaksi
dan komunikasi umat manusia. Dengan perkembangan
iptek, manusia mudah melakukan interaksi dan
komunikasi dengan berbagai pihak yang tidak hanya
sesama suku bangsa atau sesama pemeluk agama yang
sama, dan pada perkembangan selanjutnya mereka ada
yang berkeinginan mengikat hubungannya secara legal
melalui pernikahan.

Selain karena tantangan iptek, masyarakat sekarang,
suatu perkawinan dianggap sah apabila telah mendapat
pengakuan dari negara.’® Cara untuk mendapatkan

15 Di Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan
Pancasila, dimana sila yang pertama adalah “Ketuhanan Yang Maha
Esa” maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat
sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja
mengandung unsur lahir atau jasmani tetapi juga mengandung unsur
batin atau rohani, disamping itu pula perkawinan mempunyai peranan
yang penting, terlebih-lebih sejak berlakunya Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana di dalam pasal 2 ayat (1)
dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing

pengakuan itu sering berbeda-beda diantara negara
yang satu dengan negara yang lain. Mengingat
di Indonesia diakui berbagai macam agama dan
kepercayaan, maka tidak mengherankan apabila sering
dijumpai atau mendengar adanya perkawinan antar
orang-orang yang berbeda agama atau kepercayaan.
Namun, Islam sebagai agama dakwah menghadapi
peluang —berdakwah melalui pernikahan- di satu sisi,
dan tantangan di sisi yang lain (ancaman terhadap
akidah). Dalam merespon hal tersebut, maka MUI
mengeluarkan fatwa: (1) Perkawinan wanita Muslimah
dengan lelaki non Muslim adalah haram hukumnya.'®
(2) Seorang lelaki Muslim dilarang berkawin dengan
wanita non Muslimah. Tentang perkawinan antara lelaki
Muslim dengan wanita Ah/ al-Kitib terdapat perbedaan
pendapat. Setelah memperhatikan mafsadamya lebih
besar daripada mashlahatnya, maka MUI menfatwakan
perkawinan tersebut hukumnya haram."”

Akar historis pengharaman tersebut dapat ditemukan
pada kebijaksanaan ‘Umar ibn al-Khattab, yaitu ketika
ia memerintahkan Hudhaifah ibn al-Yaman untuk
menceraikan wanita Yahudi yang telah dinikahinya
karena menimbulkan kesan negatif, dan tidak dapat
direalisasikan tujuan perkawinan. Oleh karena itu,
fatwa MUI tersebut didasarkan pada pertimbangan
kemaslahatan, yakni untuk menutup jalan timbulnya
sesuatu yang membahayakan (tindak preventif),
khususnya pada tujuan syariat untuk memelihara
akidah.

Perkawinan, disamping merupakan sumber kelahiran
yang berarti obat penawar musnahnya manusia karena
kematian, juga merupakan tali ikatan yang melahirkan
keluarga sebagai dasarkehidupan masyarakatdan negara.

agama dan kepercayaannya. Dengan demikian peranan agama dan
kepercayaan semakin lebih diteguhkan di dalam hukum positif di
Indonesia.Dengan adanya pasal 2 ayat (1) tersebut pelaksanaan
menurut agama dan kepercayaan masing-masing telah merupakan
syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.
Tidak ada persoalan apabila perkawinan hanya dilakukan antara orang-
orang yang seagama atau sekepercayaan.

16 Atas nama cinta, banyak wanita muslimah Indonesia, khusu -
nya kalangan artis, mereka melakukan pernikahan dengan lelaki non
muslim (Ahlulkitab). Antara lain, Ira Wibowo menikah dengan Katon
Bagaskara, Yuni Sara dengan Sihanaya (kakak kandung Krisdayanti
yang saat ini sudah bercerai dan kini menjadi kekasih Rafi Ahmad),
Nia Zulkarnain dengan Ari Siahaan. Berdasarkan fatwa MUI di atas,
perkawinan mereka tidak sah, karena mengandung aspek mudarat,
yaitu ancaman terhadap akidah dan keutuhan rumah tangga mereka.
Selain dirinya, yang mengalami akibat perceraian tersebut adalah anak
yang lahir daripadanya. Jika berlangsung keutuhan rumah tangga,
maka konsekuensi lain yang terjadi adalah akidah mereka terancam,
bahkan bisa menjadi murtad, demikian pula masa depan agama anak-
anak mereka.

7 MUL, Keputusan Musywarah Nasional II, Majelis Ulama Indonesia,
(Jakarta: Sekretariat MUIL, t. th.), 66. Ini juga telah dipublikasikan
melalui Majalah “Mimbar Ulama” Nomor 17 tahun XVI, April 1992.



Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita
tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam
masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun
terhadap keturunannya serta anggota masyarakat
lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan yang
mengatur tentang hidup bersama itu.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara,
perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh negara.
Diakui oleh negara berarti harus telah memenuhi syarat-
syarat dan acara-acara yang ditentukan oleh hukum
positif. Mengenai perkawinan antar orang yang berbeda
agama, apabila diteliti pasal-pasal dan penjelasan
UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak
ditemukan ketentuan yang mengatur secara tegas
mengenai perkawinan antar orang yang berbeda agama
tersebut. Disamping itu, apabila diteliti maka hanya
dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pasal pun,
baik secara tersurat maupun tersirat, yang melarang
dilakukannya perkawinan antar orang yang berbeda
agama.

Apakah  Undang-Undang Perkawinan
1 tahun
perkawinan antar orang yang berbeda agama ? Untuk

Nomor
1974 memperbolehkan atau melarang

menjawab pertanyaan tersebut hanya ada dua pasal
dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut yang dapat
dijadikan sebagai pedoman, yaitu: Pasal 2 ayat (1)
UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya.'®

Menurut pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan tersebut yaitu perkawinan sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya. Yang dimaksud dengan
hukum agamanya dan kepercayaannya itu termasuk
juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku
bagi golongan agamanya dan kepercayaannya tersebut
sepanjang tidak bertentangan. Hal ini berarti, undang-
undang menyerahkan kepada setiap agama untuk
menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanan
perkawinan tersebut disamping cara-cara dan syarat-
syarat yang telah ditentukan oleh negara. Jadi, apakah
suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah
para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat
atau belum, disamping tergantung pada ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan, juga ditentukan oleh hukum

'8 htep://blogspot.com/2010/03/perkawinanbeda agama menurut
hukum Islam.html. diunduh tgl 11 tahun 2011.
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agamanya masing-masing.

Pasal 8 (f) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
itu. Dan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang
yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau
peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin."

Dari ketentuan pasal 8 (f) tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa disamping adanya larangan-
larangan yang secara tegas disebutkan di dalam
UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan
peraturan-peraturan lainnya juga ada larangan-larangan
yang bersumber dari hukum masing-masing agamanya.
Oleh karena di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan tidak terdapat adanya larangan terhadap
perkawinan antar laki-laki dan wanita beda agama,
maka tahap terakhir yang menentukan ada tidaknya
larangan terhadap perkawinan antar orang yang beda
agama tersebut adalah hukum agama itu sendiri.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo 8 (f) UU Nomor
1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan
bahwa untuk menentukan diperbolehkan atau tidaknya
perkawinan antar orang yang beda agama tergantung
kepada hukum agama itu sendiri. Pembuat undang-
undang agaknya menyerahkan persoalan tersebut
sepenuhnya kepada ketentuan agama masing-masing
pihak.

Ketentuan UU tersebut sangat elastis dan relevan
dengan konteks Indonesia yang majemuk dari segi
agama dan kepercayaan. UU tersebut cukup untuk
menjadi payung dalam mengaplikasikannya menurut
ajaran agama dan kepercayaan. Selebihnya, bagaimana
setiap penganut agama dan kepercayaan itu secara
konsekuen menjalankan ketentuan agamanya masing-
masing. Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa)
dan Pasal 29 UUD 1945 adalah dasar kehidupan
beragama dalam konteks Indonesia. Dengan demikian
negara berkewajiban menjamin dan melindungi warga
negara dalam menjalankan agama dan kepercayaan
yang dianutnya. Ini peluang yang baik, khususnya
bagi umat Islam untuk merumuskan hukum Islam
yang tepat, sesuai dengan ajaran Islam yang membawa
kemaslahatan.

Hukum Islam

Yang dimaksud dengan “perkawinan antar orang
yang berlainan agama” dalam hal ini adalah perkawinan
orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Muslim/
Muslimah. Islamsangatmemperhatikan, terutamadalam

1 Lihat Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, (Jakarta: PT. Toko
Gunung Agung, 1987), h. 3.
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memilih pasangan hidup, apalagi Islam telah menjadi
keyakinan hidup, maka penganutnya yang setia sangat
berhati-hati dalam memilih jodoh, sebab istri menjadi
teman hidup dan akan menegakkan rumah tangga
bahagia yang penuh dengan iman dan menurunkan
anak-anak yang saleh. Dalam hal ini, perkawinan orang
yang berlainan agama, Islam membedakan hukumnya
sebagai berikut: (1) Perkawinan antar seorang pria
Muslim dengan wanita musyrikah, (2) Perkawinan
antar seorang pria Muslim dengan wanita Ah/ al-Kitab
dan (3) Perkawinan antara seorang wanita Muslimah
dengan pria non Muslim.

Islam melarang perkawinan antara seorang pria
Muslim dengan wanita musyrikah, berdasarkan firman

Allah dalam Q.s. al-Bagarah [2]: 221.

Di kalangan ulama timbul beberapa pendapat
tentang siapa yang dikatakan musyrikah yang haram
dikawini itu. Menurut Ibn Jarir al-Tabari, seorang ahli
tafsir, bahwa musyrikah yang dilarang untuk dikawini
itu ialah musyrikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa
Arab pada waktu turunnya Alquran memang tidak
mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala.?
Akan tetapi, kebanyakan ulama berpendapat bahwa
semua musyrikah, baik dari bangsa Arab maupun
bangsa non-Arab, selain Ahl al-Kitib (Yahudi dan
Kristen), tidak boleh dikawini.

Pada prinsipnya, wanita Muslimah, walaupun ia
masih budak, di zaman negeri-negeri masih mengakui
adanyabudak dan wanita Muslimah jodohnya juga harus
seorang lelaki Muslim. Tidak mencari jodoh karena
hanya tertarik kepada kecantikan, padahal orangnya
musyrik, tidak tertarik dengan kekayaan atau keturunan
kalau seorang lelakinya tidak beragama Islam. Bahkan,
berlainan bangsa dalam membangun rumah tangga.
Seorang lelaki Muslim yang ada kesadaran beragamanya
boleh kawin dengan Akl al-Kitib. Akan tetapi, ada
ulama dengan tegas menjelaskan, kalau agama si laki-
laki itu diragukan keberislamannya saja, sedangkan
wanita lain yang akan dikawininya itu agamanya lebih
kuat, tidak boleh perkawinan itu dilangsungkan, sebab
dialah yang akan hanyut, “tukang pancing yang akan
dilarikan ikan”.*!

Ahmad Mustafa al-Maraghi menerangkan dalam
kitabnya 7afsir al-Marighi bahwa tidak diperkenankan
bagi kaum Muslim mengadakan hubungan dengan
kaum musyrikin dengan jalan perkawinan. 7afsir al-
Qurtubi menegaskan pula bahwa umat Islam telah
sepakat bahwa seorang laki-laki musyrik tidak boleh

0 Lihat Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, h. 4.
' Lihat Hamka, 7afsir al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983),
h. 196.

menyetubuhi wanita mukminah (atau sebaliknya)
dengan jalan apapun.

Adapun perkawinan antara seorang pria Muslim
dengan wanita Ahl al-Kitib maka mayoritas ulama
berpendapat bahwa seorang pria Muslim boleh kawin
dengan wanita Ahl al-Kitib (Yahudi dan atau Kristen)
berdasarkan firman Allah pada Q.s. al-Maidah [5]: 5.

Selain Q.s. al-Maidah [5]: 5, juga berdasarkan sunah
Nabi Muhammad Saw. yang notabene beliau pernah
kawin dengan wanita Ahl al-Kitab, yakni Mariyah al-
Qibtiyyah (wanita Kristani). Demikian pula seorang
sahabat Rasulullah Saw. yang termasuk senior bernama
Hudhaifah bin al-Yaman pernah kawin dengan seorang
wanita Yahudi, sedang para sahabat tidak ada yang
menentangnya. Meskipun demikian, ada sebagian
ulama yang melarang perkawinan antara seorang pria
Muslim dengan wanita Kristen atau Yahudi, karena
pada hakikatnya doktrin dan ibadah Kristen dan
Yahudi itu mengandung unsur syirik yang cukup jelas,
misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa
a.s. dan Sayyidah Maryam (Maria) bagi umat Kristen,
dan kepercayaan ‘Uzair putra Allah dan mengkultuskan
Haikal Nabi Sulaiman a.s bagi umat Yahudi.””

Andaikan kebolehan menikahi wanita Ahl al-
Kitdb itu didasarkan pada pandangan bahwa karena
mereka masih lebih dekat pada agama tauhid, lalu
menimbulkan masalah lain, apakah masih ada A/ al-
Kitib sebagaimana disebutkan pada masa turunnya
Alquran, sementara kitab suci mereka merujuk pada
empat kitab (Injil); yaitu Mathius, Markus, Lukas, dan
Yohannes? Bahkan, lebih dari itu. Dari sudut pandang
bahasa, yang dimaksud Ah/ al-Kitib adalah penganut
satu kitab tertentu saja. Sedangkan Injil yang ada
saat ini sudah terbagi dan mengalami pergeseran dari
aslinya, sehingga lebih tepat mereka disebut ahlulkutub
(penganut beberapa kitab). Hal ini tentu saja bukan
hanya terjadi perubahan jumlah kitab, melainkan juga
telah mengalami perubahan atau distorsi dari aslinya
seperti yang dilansir Alquran.

Menurut Shiah Imamiyyah, Q.s. al-Mumtahanah
[60]: 10 “Dan janganlah kamu tetap berpegang pada
tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir”,
dinasakh oleh Q.s. al-Baqarah [2]: 221 “Janganlah
kamu mengawini wanita-wanita musyrik, sebelum
mereka beriman”.” Ini berarti bahwa kebolehan bagi
pria Muslim menikahi wanita Ah/ al-Kitab itu hanya
berlaku sebelum turunnya Q.s. al-Baqarah [2]: 221
tersebut.

?2 Lihat Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, h. 5.

» Al-Sayyid Muhammad Sadiq al-Husayni al-Ruhani, Figh al-
Sidiq fi Sharh al-Tabsirah li al-Imam al-Mubaqqiq Ayatullih al-Allamah
al-Muhallagidah, XV1I, (Qum: Matba‘ah al-Mahr Istiwar, 1389 H), h.
318-319.



Di kalangan ulama Suni juga ada yang berpandangan
bahwa wanita Ah/ al-Kitab yang boleh dikawini adalah
mereka yang beriman kepada Taurat dan Injil sebelum
Alquran diturunkan kepada Rasulullah Saw. Argumen
naqli yang dikemukakan adalah keterangan waktu min
qablikum (sebelum kamu). Redaksi wa al-muhsandtu
min al-ladzina ati al-kitdb mengandung  mafhim
mukhilafahnya menunjukkan bahwa orang beriman
kepada Taurat dan Injil selepas turunnya Alquran,
mereka tidak termasuk dalam maksud ayat tersebut.?

Imam al-Nawawi juga berpandangan sama, pria
Muslim dan wanita Muslimah menikah dengan AA/
al-Kitab baik baik laki-laki maupun perempuan tidak
boleh.” Bahkan, Shaikh al-Azhar, Muhammad Sayyid
Tantawi, menegaskan bahwa mempersempit serta
memberikan kawalan ketat bolehnya menikahi wanita
Abl al-Kitab atau melarangnya sama sekali adalah lebih
patut dilakukan dibandingkan dengan memberikan
peluang atas upaya sistematis yang dilakukan oleh
sebagian negara-negara Islam untuk mempersulit atau
menafikan pintu poligami.”

Hal yang masih sering “mengganggu” pemahaman
dilarangnya menikah dengan wanita Ahl al-Kitib
adalah fakta sejarah. Nabi Muhammad Saw. diperoleh
informasi bahwa telah menikah dengan wanita Kristiani,
Mariyah al-Qibtiyyah. Di kalangan sahabat juga ada
yang melakukannya. ‘Uthman bin ‘Affan menikahi
Nailah binti al-Gharamidah, seorang wanita beragama
Nasrani yang kemudian masuk Islam. Demikian pula
Hudhaifah menikahi seorang wanita Yahudi yang
berasal dari Madain.”’

Berdasarkan ayat Alquran dan fakta historis, pria
Muslim kawin dengan wanita Ah/ al-Kitib adalah boleh
dan legal. Tindakan yang dilakukan oleh Hudhaifah,
salah seorang panglima perang yang dikirim oleh
Khalifah ‘Umar bin Khattab ke Irak kawin dengan
wanita Ahl al-Kitib karena daerah-daerah yang baru
ditaklukkan dan dikuasai oleh tentara Islam ketika
itu tidak ada wanita Muslimah, sementara secara
manusiawi desakan kebutuhan biologis semakin kuat.
Jadi, wajar jika dibolehkan kawin dengan wanita Ah/ al-
Kitdb dengan pertimbangan bahwa mereka lebih dekat

kepada ajaran Islam dibandingkan dengan ajaran-ajaran

2 Fakhruddin Muhammad ibn ‘Umar ibn al-Husayn ibn al-Hasan
al-Razi, Al-Tafsir al-Kabir, Mafitih al-Gayb, X1, (Beirtt: Dar al-Kutub
al-Tlmiyyah, 2000), h. 117.

» Muhyiddin Aba Zakariyya Yahyabn Sarf al-Nawawi, Rawdat al-
Lalibin, wa ‘Umdat al-Muftin, V, (Beirat: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
1992), h. 475.

¢ Muhammad Sayyid Tantawi, al-Tafsir al-Wasit li al-Quran al-
Karim, 1V, (Qahirah: Dar al-Ma‘arif, t.th.), h. 56.

¥ Abt Ja‘far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, 7arikh al-Tabari,
tahqiq Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, III, (Qahirah: Dar al-Maarif,
t.th.), h. 588.
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selainnya. Hal ini didukung oleh riwayat dari Jabir ibn
‘Abdullah.?® Riwayat ini menunjukkan bahwa kebolehan
itu hanya berlangsung sementara, dan kemudian ditalak.
Kebolehan itu hanya berlaku pada waktu penyebaran
agama Islam, dan dalam kondisi darurat.

Al-Amili mengatakan, “tidak patut bagi seorang
pria Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kizib,
kecuali dalam keadaan darurat, yaitu ketika tidak
menemukan wanita Muslimah”.* Jika dipahami
sebaliknya, apabila tidak ada lagi wanita Muslimah,
sementara dalam kondisi darurat, maka kebolehan itu
berlaku sementara. Jika diperhadapkan dengan dua
mudarat maka seorang Muslim memilih yang lebih
kecil mudaratnya sebagaimana yang dilakukan oleh
Hudhaifah. Jika pernikahan dengan wanita Ah/ al-Kitab
itu kemudian dapat menjadikan ia masuk Islam, maka
ikatan pernikahan sebaiknya diteruskan sebagaimana
yang dialami oleh ‘Uthman bin ‘Affan.

Al-Amili,  pertimbangan
sosiologisnya, yaitu perkawinan antar orang yang
berlainan agama berpotensi menjadi sumber konflik
yang dapat mengancam keutuhan dan kebahagiaan
rumah tangga. Akan tetapi, kesemuanya ini tergantung
pada iman seseorang terutama pria yang akan
menikah dalam rangka berdakwah. Karena itu, tepat
dan bijaksanalah bahwa agama Islam pada dasarnya
melarang perkawinan antara orang Islam (pria/wanita)
dengan orang yang bukan orang Islam, kecuali pria

Senada dengan

Muslim yang kualitas iman dan Islamnya cukup baik,
diperkenankan kawin dengan wanita Ab/ al-Kitib yang
akidah dan praktek ibadahnya tidak jauh menyimpang
dari akidah dan praktek ibadah orang Islam. Sayang
sekali, akidah dan praktek ibadah Kristen dan Yahudi
telah jauh menyimpang dari ajaran tauhid yang murni.
Itulah sebabnya, sebagian ulama melarang perkawinan
antar pria Muslim dengan wanita Kristen/Yahudi,
walaupun secara tekstual berdasarkan Q.s. al-Maidah
[5]: 5, jelas membolehkannya.

Selain dalil-dalil di atas, ada pendukung yang
lain seperti dalam Musyawarah Nasional II Majelis
Ulama Indonesia pada tanggal 11-17 Rajab tahun
1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei-1 Juni
1980 M, membolehkan perkawinan campuran setelah
mengingat™ Q.s. al-Baqarah [2]: 221, Q.s. al-Maidah
[5]: 5, Q.s. al-Tahrim [66]: 6, Q.s. al-Mumtahanah
[60]: 10 dan hadis :

8 Muhyiddin Aba Zakariyya Yahya ibn Sarf al-Nawawi, a/-Majmi
Sharp al-Mubadhdhab, tahqiq Muhammad Najib al-Muti‘t, XV, (Mesir:
Maktabah al-Imam, t. th.), h. 389.

» Muhammad ibn al-Hasan al-Hurr al-Amili, Wasal al-Shi‘ab ila
Tabsil al-Masdil al-Shar%yyah, tahqiq Abd al-Rahim al-Rabbani al-
Shirazi, XIV, (Beirat: Dar Thya al-Turath al-‘Arabi, 1991), h. 413.

% Masykoer Alic, Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia,
(Jakarta: t.p., 2003), h. 105.
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“Barangsiapa telah kawin, ia telah memelihara setengah
bagian dari imannya, karena itu hendaklah ia bertakwa
kepada Allah dalam bagian yang lain.” (H.r. al-Tabrani)
Hikmah dibolehkannya perkawinan antar seorang

pria Muslim dengan wanita non Muslimah (Yahudi/

Nasrani) karena pertimbangan penyebaran agama

Islam. Perkawinan, selain untuk memperoleh pasangan

hidup dan keturunan, juga merupakan media dakwah.

Pertimbangan lainnya, Kristen dan Yahudi adalah

agama wahyu, artinya keduanya masih dekat dengan

agama Islam kecuali jika telah mengalami perubahan-
perubahan pada kitabnya menjadi beberapa kitab. Selain
pertimbangan itu, pria yang mampu menampilkan
ajaran Islam dengan baik, menghargai wanita, maka
akan membuat pasangan tertarik masuk Islam tanpa
paksaan, sebagaimana yang dialami oleh ‘Uthman bin

‘Affan.

‘Ali  Ahmad fakta,

bahwa wanita-wanita Barat dan Timur yang menikah

al-Jurjawi mengemukakan

dengan pria Muslim yang baik dan taat pada ajaran
agamanya, dapat terbuka hatinya, dan akhirnya dengan
kesadaran sendiri ia masuk Islam dan menjadikannya
sebagai pedoman hidupnya.’’ Akan tetapi, jika laki-
laki Muslim tidak mempunyai iman dan pengamalan
ajaran Islam yang baik, maka tidak dibenarkan menikah
dengan wanita non Muslimah demi mencegah mudarat
yang lebih besar, yaitu peluang menjadi murtad dan
mencegah peluang keturunan yang mengikuti akidah
ibunya kelak.

Perkawinan Antar Seorang Wanita Muslimah
dengan Pria Non Muslim

Ulama sepakat bahwa Islam telah melarang
perkawinan antar seorang wanita Muslimah dengan
pria non Muslim, baik calon suaminya itu termasuk
pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti
Kristen dan Yahudi, maupun pemeluk yang mempunyai
kitab serupa kitab suci seperti Budhisme, Hinduisme,
maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak
punya kitab suci dan juga kitab yang serupa dengan
kitab suci. Termasuk pula dalam hal ini penganut
Animisme, Ateisme, dan Politeisme.

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum untuk
larangan kawin antara wanita Muslimah dengan pria

non Muslim, yaitu Q.s. al-Mumtahanah [60]: 10.

3 Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmah al-Tashri® wa Falsafatub, vol. 11,
(Cairo: Maktabah Yusiifiyyah, 1931), h. 25-26.

Wanita-wanita mukminah (beriman) tidak halal
menikah dengan laki-laki Ab/ al-Kitib atau non Muslim,
hal ini berdasarkan pertimbangan dan ketentuan bahwa
suamilah yang memegang kekuasaan terhadap istrinya,
dan bagi istri wajib taat kepada perintahnya yang baik.
Dalam pengertian seperti inilah maksud ‘kekuasaan’
suami terhadap istri. Akan tetapi, bagi orang kafir
tidak ada kekuasaan terhadap laki-laki dan wanita
Muslimah.*?

Banyak kasus dalam perkawinan antar orang Islam
(pria/wanita) dengan orang non Islam yang dilaksanakan
di Kantor Catatan Sipil tidaklah sah menurut hukum
Islam karena perkawinannya tidak dilangsungkan
menurut ketentuan syariat Islam, sebab tidak memenuhi
syarat dan rukunnya, antara lain tanpa wali nikah dan
mahar/maskawin serta tanpa ijab qabil menurut tata
cara Islam. Oleh karena itu, cukup beralasan, baik
secara agamis ataupun secara yuridis, apabila Direktur
Pembinaan Peradilan Agama Kementerian Agama RI
telah meminta kepada Pegawai Catatan Sipil agar tidak
mengizinkan perkawinan antar orang Islam dengan
orang non Islam di Kantor Catatan Sipil. Demikian pula
pantas dihargai dan diperhatikan permohonan MUI
kepada pemerintah DKI Jakarta agar mengintruksikan
kepada Pegawai Catatan Sipil untuk tidak mengizinkan
perkawinan antara orang Islam dengan orang yang
bukan Islam di Kantor Catatan Sipil.

Akhirnya, keluarlah Kompilasi Hukum Islam (KHI)
yang bedasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun
1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri
Agama RI nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991
menjadi hukum positif yang bersifat unifikatif bagi
seluruh umat Islam di Indonesia, dan terutama menjadi
pedoman bagi para hakim di lembaga Peradilan Agama
dalam menjalankan tugas mengadili perkara-perkara
dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.
Berdasarkan KHI pasal 40 ayat (c), dilarang perkawinan
antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang
pria tidak beragama Islam.

Jika dicermati, larangan perkawinan tersebut oleh
Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai alasan
yang cukup kuat, yakni dari segi hukum positif, bisa
dikemukakan dasar hukumnya antara lain ialah pasal 2
ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun dari segi hukum Islam, dapat disebutkan
dalil-dalil dan landasannya adalah : (1) Sadd al-dhariab,
artinya sebagai tindakan preventif untuk mencegah
terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah tangga
akibat perkawinan antara orang Islam dengan non Islam.

32 Imam al-Ghazali, Benang Tipis antara Halal dan Haram, (Terj.),
(Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 192.



Mencegah mudarat merupakan maslahat itu sendiri,
sebagaimana pandangan al-Shatibi dan al-Ghazali yang
dikemukakan sebelumnya. (2) Kaidah Ushul al-Figh 1,
coall o s pie sl “Mencegah/ menghindari mafsadat
(risiko buruk) -dalam hal ini berupa kemurtadan dan
broken home -itu harus didabhulukan daripada mengambil
mashlahat” yaitu upaya mencari/menariknya ke dalam
Islam (Islamisasi) suami/istri, anak-anak keturunannya
nanti, dan keluarga besar dari masing-masing suami
istri yang berbeda agama itu. (3) Pada prinsipnya, Islam
melarang (haram) perkawinan antar seorang beragama
Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam (Q.s.
al-Baqarah [2]: 221), sedangkan izin kawin seorang pria
Muslim dengan seorang wanita Ab/ al-Kitiab (Nasrani/
Yahudi) berdasarkan Q.s. al-Maidah [5]: 6 itu hanyalah
dispensasi bersyarat, yakni kualitas iman dan Islam
pria Muslim tersebut haruslah cukup baik, karena
perkawinan tersebut mengandung risiko yang tinggi
(pindah agama atau cerai). Karena itu, pemerintah
berhak membuat peraturan yang melarang perkawinan
antara seorang beragama Islam (pria/wanita) dengan
seorang yang tidak beragama Islam (pria/wanita)
apapun agamanya, sedangkan umat Islam Indonesia
berkewajiban mentaati larangan pemerintah itu
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Komplikasi
Hukum Islam (KHI) pasal 40 ayat (c) dan pasal 44.%
Berdasarkan pandangan di atas, maka pelarangan
pernikahan bagi seorang Muslim dengan non Muslimah
dan wanita Muslimah dengan pria non Muslim karena
pertimbangan pencegahan mudarat atau dampak
negatif yang lebih besar. Sedangkan pertimbangan
adanya kebolehan menikah dengan AA/ al-Kitab juga
pertimbangan maslahat, yaitu pernikahan dipandang
sebagai media dakwah Islam. Dengan demikian, teks
Alquran tidak menutup rapat pintu kebolehan itu,
karena situasi dan kondisilah yang akan menjadi dasar
pertimbangannya, berupa maslahat dan mudarat yang
ditimbulkannya. Elastisitas teks Alquran dan contoh
beragam yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan
sebagian sahabat bagaikan “hidangan” yang diserahkan
kepada umat Islam untuk memilihnya. Jika “menu”
berupa kebolehan menikah itu mengandung maslahat
yang lebih besar dan tidak berisiko buruk, maka itu
bagaikan “makanan” yang cocok dengan kondisi
kesehatan. Sebaliknya, jika “menu kebolehan menikah”
dengan non Muslim/Muslimah itu mengandung “zat”
atau unsur negatif yang lebih besar, bahkan mungkin
mengandung racun, maka sekalipun boleh dikonsumsi
pada hukum asalnya, tetapi berubah menjadi haram
karena mengandung zat-zat yang membahayakan.

3 Masfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, h. 10.
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Penutup

Status hukum bagi seorang Muslim menikah dengan
Abl al-Kitib pada dasarnya boleh sebagaimana yang
pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. ketika menikahi
seorang wanita Nasrani (Mariyah al-Qibtiyyah),
‘Uthman bin ‘Affan yang menikahi Nailah binti al-
Gharamidah, seorang wanita Nasrani, dan Hudhaifah
yang menikahi seorang wanita Yahudi yang berasal dari
Madain yang kemudian diperintahkan oleh ‘Umar bin
Khattab untuk menceraikannya. Fakta historis tersebut
merupakan ijtihad di masa Rasulullah Saw. dan masa
Sahabat yang sekaligus merupakan salah satu alternatif
dalam memahami ayat-ayat yang terkait dengan wanita
Abl al-Kitab, boleh tidaknya dinikahi oleh pria Muslim.
Penerapan konsep al-maslahah al-mursalah didasarkan
atas pertimbangan pencegahan mudarat dan memilih
yang mengandung maslahat lebih besar atau yang lebih
ringan mudaratnya.

Fatwa MUI tentang pelarangan seorang Muslim dan
atau Muslimah menikah dengan non Muslim adalah
bentuk tanggung jawabnya sebagai institusi dan sebagai
pelayan masyarakat (khadim al-ummah) yang mewakili
orang banyak, sehingga pertimbangannya didasarkan
pada mashlahat darariypar  al-ammar.  Jika MUI
mengeluarkan fatwa berdasarkan hal-hal yang bersifat
kasuistik, malah justru akan menimbulkan mafsadar
yang sejatinya diantisipasi oleh syariat. Mafsadat itu bisa
dalam bentuk rusaknya tatanan masyarakat, kacaunya
lembaga perkawinan dan terjadinya pemurtadan
melalui perkawinan.

Dapat dipahami bahwa pernikahan seorang Muslim
dan non Muslimah, khususnya Ahlal-Kitib padaawalnya
boleh dan legal, tetapi karena suatu pertimbangan
siydsah shar Gyyah, dan demi menutup pintu munculnya
fitnah dan bahaya yang lebih besar yang bertentangan
dengan magdsid al-syariyyah, maka kebolehan itu
diperketat, bahkan ditutup. Bagi pihak tertentu yang
mempunyai pemahaman dan komitmen keislaman yang
lebih baik dan atas dasar pertimbangan maslahat yang
lebih besar serta langkah preventif terhadap mafsadat,
maka hal itu tetap dibolehkan dengan syarat yang ketat.
Akan tetapi demi maslahat pula, MUI tidak patut
menfatwakan kebolehan tersebut. Fatwa pelarangannya
dapat dipahami, yaitu karena posisinya sebagai lembaga
yang tidak hanya mewakili individu atau kasus tertentu
saja, melainkan sebagai pelayan masyarakat (khadim al-
ummah) Muslim Indonesia. []
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